WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR $99 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG

Menimbang

Mengingat

KEPADA YAYASAN RANGKIANG PEDULI NEGERI

WALI KOTA PADANG,

bahwa Yayasan Rangkiang Peduli Negeri dengan nomor surat
60/SPG/YYS-RPN/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 perihal
permohonan rekomendasi izin pengumpulan uang dan barang ke
Dinas Sosial;

. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah

mendapat rekomendasi Dinas Sosial Nomor 000/1-Dinsos-
Pdg/2024 dan dapat diberikan izin;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan
Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang, izin
pengumpulan uang atau barang diberikan dalam bentuk
keputusan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan Wali
Kota tentang Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pengumpulan Uang
Atau Barang Kepada Yayasan Rangkiang Peduli Negeri;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan

Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2273);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di

Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6808);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Padang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;



6.

Menetapkan

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6)
Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang
Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

KESATU : Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pengumpulan Uang atau Barang oleh
Yayasan Rangkiang Peduli Negeri.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pengumpulan Uang atau Barang
sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diselenggarakan
dengan ketentuan sebagai berikut :

a.
b.
.

dilakukan dalam wilayah Kota Padang;

berlaku terhitung 3 bulan semenjak Keputusan ini ditetapkan;
pengumpulan sumbangan mengutamakan prinsip partisipasi dan
kesukarelaan dengan cara layanan melalui rekening BSI Nomor
71000103001096 dan disebarluaskan dalam bentuk iklan di
berbagai media sosial antara lain :

1. E-mail : @rangkiangpedulinegeri

2. Whatsapp : 08116680074

sumbangan yang terkumpul benar-benar akan dipergunakan
untuk masyarakat sesuai tugas dan fungsi dari Yayasan
Rangkiang Peduli Negeri;

. pemberian sumbangan oleh para penyumbang harus dilakukan

secara sukarela dan tidak boleh merupakan paksaan.

dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan.

pemegang izin berkewajiban memberikan laporan
pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan dan
penggunaan hasilnya kepada Walikota Padang, selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu izin;
dan

apabila berdasarkan hasil evaluasi dari panitia pertimbangan
pengumpulan sumbangan ternyata tidak dapat
mempertanggungjawabkan penggunaan uang hasil pengumpulan
sumbangan, maka kepada yang bersangkutan dikenai sanksi
berupa penangguhan izin pengumpulan sumbangan untuk tahun
berikutnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal % Ole bober 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,

ANDRE ARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;
1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

2. Ketua DPRD Kota Padang

3. Pengurus Provinsi PUBSumatera Barat



